XABUPAYEN ST AEJU

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il SUKOHARJO
NOMOR : 14 TAHUN 1991 SERI D NO. 6

i te—
—_—

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT i1 SUKCHARJG

NOMOR : 26 TAHUN 1550

TENTANG

BADAN KREDIT DESA DALAM WILATAH KABUDATEX

.
ARLARFWS A LA N 2NN

DAERAH TINGKAT II SUEOBARIG

DENGAN RAHMAT TUHAX YARG HAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGEAT II SUEXJHARJO

Menimbang

: a. bahwa guna menunjang kelancaran pembangunan

perekonomian pedesaan di Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo, perlu pendekatan per-
modalan kepada para Pengusaha golongan eko-
nomi lemah di pedesaan dengan sistim pep-
.kreditan yang mudah,cepat dan tepat;

b. bahwa keberadaan Badan Kredit Desa dalam
wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Suko -
harjo yang mendasarkan pada Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah

- tgl. 7 September 1969 Nomor : Dsa.C.227/ 1969
12/16/20
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-

o
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dan Surat Keputusan Bupati Kepala I'J:jr_.r.;J
Tingkat 11 Sukoharjo tonggal 16 Oktober ]9,_;
Nomor : Dsa.B./2244/69 perlu ditetapkar, Dr-l,.:
ngaturanya dalam Peraturan Daerah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang B
kok-pokok Pemerintahan di Daerah g

Undng-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang p,_
merintahan Desa

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1930 tentay,

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalg,
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang Nomor S5 Tahun 1962 tentang Pe
rusahaan Daerah; ]

. Undang-undang NOmor 14 Tahun 1967 tentang

Pokok-pokok Perbankan;

. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat
(BFR) ;

. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indo -

nesia Nomor 1064/KMK.00/1988 tanggal 27 Ok -
tober 1988 tentang Pendirian dan Usaha Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) jo Keputusan Men -
teri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
279/KMK.01. /1989 tanggal 25 Maret 1989
tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 1064/
KMK.00./1988.

. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting

kat 1 Jawa Tengah tanggal 7 September 1969
Nomor : Dsa.G.227/1969
12/16/20
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DAt '
Perihal Pedoman Pokok tent

_ ang Pembentukar
Pengaturan Penye 5 ]

_ lenggaraan dan Pembinaan Ke
quukan Serta Fungsi Badan Kredit Desa dalan
“1laygh’Propinsi Jawa Tengah, jo Keputusan
Bupati Kepala Daerah Tingkat 17 Sﬁkohar}@
tanggal 16 Oktober 1969 No. Dsa.B. 19,2244
1969 tentang Pembentukan BKD dalam wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat I1 Sukoharjo. |

pDengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Menetapkan :

Daerah Tingkat II Sukohar jo

MEMUTUSK KA N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il
SUKOHARJO TENTANG BADAN KREDIT DESA DALAM
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah .ini yang dimaksud dengan:

a.

b.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

Bupati Kepala Daerah adalah Bupafi Kepala
Daerah Tingkat II Sukoharjo;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Da.rah
Tingkat II Sukoharjo;

. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan dalam

Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

Desa adalah Desa/Kelurahan dalam wilayah Ka
bupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
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U, Kepala Desa adalah Kepala Dosa/KelupHr
lamwi layah Kabupaten Dacrah Tingkg IfT?
kohar jos N

g. Badan Kredit Desa selanjutnya digip ke
adalah Badan Usaha Milik Daerah yang d;hh
kan di Desa/Kelurahan dalam wilaygp

.(“,4
ten Daerah Tingkat IT Sikohar jo;

Kabuh: !

h. Badan Pembina dan Pengawas BKD adalah i
Pembina dan Pengawas BKD dalam wilaygp, ;%
bupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, .

i. Petugas BKD adalah pengelola BKD g Des,
Kelurahan. /

BAB II
PENDIRIAN, STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) BKD didirikan atas kuasa Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok—pokok}@
meritahan di . Daerah Jo Undang-undm@
Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahap
Desa yang pelaksanaannya diserahkan kepa-

da Bupati Kepala Daerah.

(2) BKD didirikan di tiap-tiap Desa dalam wilay
Kabupaten Daerah Tingkat 1T Sukohar jo;

(3) Pendirian BKD di masing-mdsing Desa berdasy
kan hasil Keputusan Desa dan dilengkapi de-

ngan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tang
gaserta disahkan oleh Bupati Kepala Daerah;

Pasal 3

(1) BKD merupakan Badan Usaha Milik Daerah YA
pengelolaannya diserahkan kepada Kepala Des
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(2) BKD berkedudukan di Desa dalam Wilayah
bupaten Daerah Tingkat [T Sukohar jo.

BAB ITI

Ky

TUJUAN, FUNGST DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 4
BKD didirikan dengan tujuan sebagai bherikut :
a. Menciptakan pemerataan dalam kesempatan ber-
usaha bagi golongan ekonomi lemah di pedesa-

an;

b. Sarana penunjang untuk pembangunan Desa
dan pendapatan Daerah;

c. Memperluas kesempatan kerja;
Pasal b

BKD menjalankan fungsinya sebagai berikut :

a. Mendekatkan permodalan dengan sistim perkre-—
ditan yang mudah, cepat, tepat dan manfaat
pada masyarakat terutama di pedesaan;

b. Membantu mehingkatkan taraf hidup, kesejahte
raan warga Desa dan meningkatkan pembangunan
Desa. “

Pasal 6

(1) Untuk mencapai tujuanya BKD menjalankan Usaha
usaha :

2. Memberikan kredit kepada masyarakat untuk
usaha yang produktif;

b. Menerima simpanan uang dari masyarakat;
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(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam aygq
pasal ini diatur lebih lanjut dengan KeputuH
an Bupati Kepala Daerah. -

BAB IV

ORGANTISASI
Pasal 7
(1) Organisasi BKD terdiri dari :

a. Petugas BKD terdiri dari 3 orang denggp
ketentuan seorang pimpinan, sSeorang peme-
gang buku/pembukuan dan seorang pemegang
kas, sesuai dengan perkembangan BKD dapat
mengangkat petugas yang pelaksanaanya di-
atur oleh Bupati Kepala Daerah:

b. Petugas BKD diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan usi
dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camgt
selaku Badan Pembina dan Pengawas BKD;

c. Pengaturan lebih lanjut tentang pengangkat
an, - pemberhentian petugas BKD ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;

d. Petugas BKD bertanggung jawab kepada Ke -
pala Desa. -

(2) Kepala Desa sebagai penanggung jawab penge -
lolaan BKD di Desanya

- (3) Camat sebagai Pembina dan Pengawas BKD di
wllayahnya

(4) Badan Pembina dan Pengawas BKD Kabupaten ter
diri sebanyak—banyaknya 7 orang.
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(5) Badan Pembina dan Pengawas BKD Kecamotay te;
dll"i Sebanyak_baﬂyaknyEl 3 ang Cloddid Ldil LR

(6) Guna melancarkan tugas Badan Pembi
SR na dan Pe-
ngawas.BKD di tingkat Kabupaten dibentuk se-
kyetarlat Badan Pembina dan Pengawas BKD yarg
diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepzla
Daerah. : i

(7) Sgk;etariat Badan Pembinz dan Pengawas B#D
dltlﬂggat Kabupaten dipiimpin cleh Sekretaris
yang diangkat dengan Keputusan Bupati Kepala
Daerah.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8 ;ﬁ'

(1) Peitugas BKD, Kepala Desa, Badan Pembina d&m
Pengawas BKD menerima homorarium yang besar-
nya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Ké%
pala Daerah. 2.

(2) Pengeluaran pembayaran Henorarium tersebut
pada ayat (1) Pasal ini dibehankan pada Angg
garan Pendapatan dan Belanja BKD. i

p-.al 9
Pengawas BKD Kabupaten me—

ummum: BKD dan menjalan
Kabupaten.

(1) Badan Pembina dan
nentukan kebijaksanaan
kan‘Pembinaan-dam;PEmgawasam.BKD se

(2) Badan Pembinz dam]PengawaSrBKDvKECamaFaqlﬁﬁg
adakan Pembinaan dan Pengawasan:BKD di Wilayah
nya dan melaporkan kepads Bupati Kepala Daerah.
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Pagal 10

Petugas BKD yang tindakannya mﬁﬂyimbﬂﬁq dap,
ketentuan yang berlaku dan atau lalai 'k”am
menjalankan tugas kewajibannya. Yang secg,
langsung atau tidak | angsung mrzmmhu]k:ir
kerugian bagi BKD diwajibkan mengganti .
rugian  menurut ketentuan-ketentuan yang

berlaku.
BAB VI

PERMODALAN
Pasal 11

(1) Modal pertama BKD di tiap-tiap Dgsa sebesar
Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Ruplah) “berups
modal uang tunai, yang berasal dari kekayaan

Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

(2) Modal tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dapat

A A

ditambah sesuai dengan kebutuhan yang diper-
oleh dari :

- Pemupukan modal dari cadangan urium;

- Modal bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah
dan Pemerintah Desa;

- Sumber lain dengan persetujuan Bupati Ke -
pala Daerah.

Pasal 12

(1) BKD mempunyai cadangan umum, untuk 'ménﬁtun
ggguglan yang mungkin diderita terhadap modal

(2) BKD dapat membentuk cadangan tujuan.

(3) Setiap cadangan yang diadakan oleh BKD harus
Jjelas tertera dalam tata buku /administrasi

(4) Besarnya cadangan diatur ol :
Daerah, eh Bupati Kepala
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BAB VII

KETENTUAN PEMINJAM

Pasal 13

(1) Setiap peminjam diwajibkan memenihi syarat/ketén—
| tuaq yang berlaku bagi BKD yang akan diatur lebih
lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Ketentuan mengenai angsuran dan :suku bungapinjam-
an akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala
Daerah.

(3) Bagi peminjam yang tidak mentaaii ayat (1) dan (2)
Pasal ini dapat dikenakan tindakan sesuai dengan
ketentuan Perundangan yang berlaku.

BAB VIII

KEGIATAN-KEGIATAN DAN PERHITUNGAN
"HASIL USAHA BKD

Pasal 14

(1) Petugas BKD membuat laporan perhitungan setiap bu
lan sekali paling lambat tanggal 5 (lima) bulan
berikutnya kepada Badan Pembina dan Pengawas BKD

Kecamatan .

(2) Badan Pembina dan Pengawes BKD Kecamatzan mombuat
laporan setiap bulan sekali paling lambat tangggl
15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Bupati
Kepala Daerah. '

(3) Badan Pembina dan Pengawas BKD Kabupaien menmbuat
laporan perhitungan setiap 3 (tiga) bulan sekall
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paling lambat tanggal S (1ima) bulan hOTikurnya
kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 156

(1) Tahun buku BKD ditetapkan tanggal 1 (satu) Januap;
sampai dengan 31 (tigapuluh satu) Desember tap,

yang bersangkutan.

"(2) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dun) bulan sete
1ah habis Tahun Buku Petugas BKD mCHYUGUD-L&pUran
Pertanggungjawaban Neraca Perhitupgan Rugi Laba,
cetelah diketahui oleh Badan Pembina dap Pengawas
BKD Kecamatan dikirim kepada Badan Pcmbina dan Pe
ngawas BKD Kabupaten untuk disahkan olen Bupati

Kepala Daerah.

(3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dikirim atay
diterima laporan pertanggungjawaban Neraca Perhitung
an Rugi Laba, Bupati tidak mengajukan Kkeberatan
secara tertulis maka perhitungan tahunan itu dengan
sendirinya dianggap telah disahkan.

(4) Neraca dan Perhitungan Rugi Laka yang telah di -
sahkan sesuai prosedur yang dimaksud ayat (3) Pa-
sal ini. Cara demikian memberi pcmbebasan tanggung
Jjawab sepenuhnya kepada petugas BKD.

BAB IX

PENETAPAN PENGGUNAAN
LABA
Pasal 16
(1) Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya tanggal 30 Sep
tember Petugas BKD renvampaikan rencana kerja dan

rencana Anggaran Pendapatan dsn Belanin untuk ta-
hun berikutnya yang diketahui Kepala Desa dan Ba-
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dan Pembina Jdan Pengawas B Kecamatan 1ewqt

R el an - Por 1 ’ S iz CWel Ha —~
dan P@nblnaIQan Pengawas BK]) Kabupaten untuk f4
sahkan Bupati Kepala Daerap, EE CRETAEL =

Apabila sampal dengan bulan Maret t
pelun ada pengesahan maka rencana k
anggaran pendapatan dan belan -
dianggap telah disahkan,

(2) ahun berikutnya
erja dan rencana

Ja BKD yang diajukan

(3) Tiap-tiap perubahan rencana kerja dan rencana ane
garal pendapatan den belanja dalam tah::,% 'm;l&: ve:”g
perjalan harus terlebih dahulu mendapat péf;ét;?f
an dari Bupati Kepala Daerah; Ju

(4) Penggunaan dari keunﬁungan bersih/lusil usaha BKD
setelah dikurangi Pajak ditctapkan oleh Bupati Ke
pala Daerah. B

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BKD
Pasal 17

(1) Pembinaan dan Pengawasan BKD sehari-hari dilaku-
kan oleh Kepala Desa. '

(2) Pembinaan dan Pengawasan secara berkala dilaksa-
nakanoleh Badan Pembina dan Pengawas BKD Kecamatan
dan Kabupaten.

b BAB XI

PEMBUBARAN
- Pasal 18

a dilakukan oleh Bupa

(1) Pembubaran BKD disesuatu Des
ek dapat laporan. Badan

ti Kepala Daerah setelah men
Pembina dan Pengawas BKD.
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Sodang pembubaran seluruh BKD harus dengan perg_
Lujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah habupat@n
Dacrah Tingkat 11 Sukoharjo.

(2) Hutang dan Kekayaan dari BKD yang dibubarkan mep_
jadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(3) Hal-hal yang menyangkut tata cara pembubaran, pe.
nyelesaian hutang piutangdan lain-lain diatur olep
Bupati Kepala Daerah. {

)

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah sepan -
jang mengenai pelaksanaanya.

(2) Hal-hal yang saat ini sudah berlaku dan belum di-
atur menurut Peraturan Daerah ini, maka ketentuan
yang dimaksud tetap berlaku sepanjang tidak ber -
tentangan dengan Peraturan Daerah ini,

BKD yang telah didirikan sebelum berlakunya per -

aturan Daerah ini, dinyatakan telah berdiri ber -
dasarkan Peraturan Daerah ini

BAB XIII

P - . o

PENUTUTP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diun
dangkan .
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Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerin-
tahkan pengundangan  Peraturan Daerah ini dengan pe-
nempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat IT Sukoharjo

‘Sukoharjo, 29 Desember 1990

DEWAN PERWAKITAN RAKYAT DAERAH BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT 1T
KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT

SUKOHARJO SUKOHARJO
KETUA
ttd ttd
DJOKO WALUJO, BA Drs. SETYAWAN SADONO
|
|
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DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubermur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 30 April 1991 No. 188.3/167/1991
An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT 1
JAWA TENGAH |
Kepala Birc Hukum
ttd

SARDJIITO, SH

NIP. 500 034 373

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Sukoharjo

Nomor : 14 Tanggal 22 Mei 1991 Seri D No. 6
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

tta

Drs. SOETJIPTO
NIP. 500031518
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